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Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan  

pemanfaatan dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu 

yang efektif, efisien, dan berkeadilan sesuai 

perkembangan teknologi informatika, perlu 

menyempurnakan beberapa Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bidang 

pemanfaatan dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu; 

b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah 

tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan 

kebutuhan pengelolaan pemanfaatan dan pemungutan 

hasil hutan bukan kayu, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada 

Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan 

Kayu pada Hutan Negara; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 

serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 
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Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4814);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang 

Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 124); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17);  

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang 

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan 

Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PEMANFAATAN HASIL HUTAN 

BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI DAN PEMUNGUTAN 

HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN NEGARA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diberikan 

kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan 

usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang 

dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau 

pemenuhan persyaratan.  

2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat 

dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan 

gubernur kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik 

yang terintegrasi. 

3. Pemegang Izin Usaha adalah badan usaha atau 

perseorangan yang melakukan kegiatan usaha pada 

bidang tertentu. 

4. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 

selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 

pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman 

modal. 

5. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik 

yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau 

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, 

optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 

dan/atau didengar melalui komputer atau sistem 

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, 

suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, 

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi 

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh 

orang yang mampu memahaminya. 

6. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk 

memenuhi persyaratan Izin Usaha. 

7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 

adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh 
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Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan 

Pendaftaran. 

8. Notifikasi adalah pemberitahuan terkait proses 

pelaksanaan kegiatan pelaku usaha dalam pemenuhan 

persyaratan atau penyelesaian pemenuhan Komitmen 

Izin Usaha. 

9. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan 

oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 

sebagai hutan tetap. 

10. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah 

yang tidak dibebani hak atas tanah. 

11. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai 

fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 

12. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai 

fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga 

kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 

mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan 

memelihara kesuburan tanah. 

13. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat 

HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun 

hewani beserta produk turunan dan hasil budidaya 

kecuali kayu yang berasal dari hutan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

14. Pemanfaatan HHBK adalah kegiatan untuk 

memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa 

bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak 

mengurangi fungsi pokoknya. 

15. Pemungutan HHBK adalah kegiatan untuk mengambil 

hasil hutan berupa bukan kayu dengan batasan waktu, 

luas, dan/atau volume tertentu. 

16. Perorangan adalah orang-seorang anggota masyarakat 

setempat yang berdomisili di dalam atau sekitar hutan 

yang dimohon, yang cakap bertindak menurut hukum 

dan Warga Negara Indonesia.   

17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-

seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 


